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ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 201 

6 tentang Pengampunan Pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dalam rangka lebih memberikan 
kepastian hukum Pengampunan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Harta 
tidak langsung melalui special purpose vehicle, perlu mengatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan tersendiri. 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   UU No. 11 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 131, TLN 5899). 

  
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. 
Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta 
yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. 
Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan yang berisi pengungkapan 
Harta harus mengungkapkan kepemilikan Harta tersebut beserta Utang yang 
berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta, yang diungkapkan dalam 
lampiran Surat Pernyataan yang disampaikan. 
Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dengan mengungkapkan 
seluruh Harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak secara tidak langsung melalui 
special purpose vehicle harus membubarkan atau melepaskan hak kepemilikan 
atas special purpose vehicle dengan melakukan pengalihan hak atas Harta. 
Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Harta tidak langsung 
melalui special purpose vehicle yang tidak memenuhi ketentuan, berlaku 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
118/PMK.03/201 6 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 201 
6 tentang Pengampunan Pajak beserta perubahannya. 
Tata cara pemberian Pengampunan Pajak, kewajiban investasi atas Harta yang 
diungkapkan, pelaporan, upaya hukum, serta manajemen data dan informasi, 
bagi Wajib Pajak yang memiliki Harta tidak langsung melalui special purpose 
vehicle sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini berpedoman pada 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak beserta 
perubahannya. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Agustus 

2016. 
 


